Menimbang :

PARAP KOORDINASI

no | PENGELOLA | PARAP
. | KABAN

KEUANGAN
, | KABAG

HUKUM !/
4 | ASISTEN III /L
< | SEKERTARIS

DAERAH

1 "4

c | WAKIL

BUPATI
7 UNTUK

BUPATI DITD

Mengingat

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR %2 TAHUN 2023
TENTANG

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

isecara terencana,
}Undang-Undang Dasar = Negara Repubhk

‘Tahun 1945;

ébahwa untuk terwujudnya pengelolgan keuangan Daerah

. Undang-Undang

BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa pengelolaan keuangan di Daerah dilaksanakan

terpadu, dan berkelanjutan untuk

gmewujudkan kepastian hukum sebagalmana diamanatkan

Indonesia

?yang terencana, terpadu, dan berkélanjutan dibutuhkan
§tertib administrasi dan pertanggunéjawaban pengelolaan

‘keuangan di Daerah;
. %bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2023 tentang

?Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemer_mtah Daerah masih
Ememerlukan penyempurnaan dan ;gpenyesuaian dengan

Eperkembangan hukum untuk ‘dapat

Ekebutuhan Pemerintah Daerah dan| masyarakat sehingga

menampung

perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
’_dalam huruf a, huruf b, dan huruf: ¢, perlu menetapkan
iPeraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perjalanan
:Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesw. Tahun 1945; :
Tahun 2004 tentang
(Lembarah Negara Republik

Nomor 1
f’erbendaharaan Negara
Indone81a Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ! - (4355) sebagaimana
;elah diubah dengan

Undang-undang Nomor 2
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PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
| NOMOR %2 TAHUN 2023 |
| TENTANG ‘
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

; BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. gbahwa pengelolaan keuangan di Daerah dilaksanakan
%secara terencana, terpadu, dan gberkelanjutan untuk
mewujudkan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan
;Undang-Undang Dasar Negara ;Republik Indonesia
“Tahun 1945; |

b. bahwa untuk terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah
yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan
tertlb administrasi dan pertanggun.awaban pengelolaan
keuangan di Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2023 tentang
fPer_]alanan Dinas Dilingkungan Pemerlntah Daerah masih
émemerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan
fperkembangan hukum untuk %dapat menampung
;kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga
perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
%dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
fiPeraturan Bupati Gorontalo Utaré tentang Perjalanan
;Dinas Di Lingkungan Pemerintahan baerah

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesm Tahun 1945; .

2. !Undang—Undang Nomor 1 Taﬁun 2004 tentang
;Perbendaharaan Negara (Lembargin Negara Republik
iIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
:Negara Republik Indonesia Nomor; (4355) sebagaimana

telah  diubah dengan Undang%'undang Nomor 2
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ZTahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
éPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
;Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
éKeuangan untuk Penanganan Pahdémi Corona Virus
:Disease 2019 (Covid-19) dan/aitau Dalam Rangka
?;Menghadapi Ancaman yang Membalriayakan Perekonomian
Nasmnal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
;’I_‘ahun 2004 Nomor 134, Tambah:'m Lembaran Negara
:Republik Indonesia Nomor 6516);

.!Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
zPemen'ksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
é(Lembaran Negara Republik Ind:onesia Tahun 2004
:'Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indone31a Nomor 4389);

. ,:Undang—Undang Nomor 11 Tah:un 2007 tentang
;Pembentukan Kabupaten Gorontalb Utara di Pronvinsi
5Gorontalo ( Lembaran Negara Repliblik Indonesia Tahun
2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 4687 ), ;

Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
'Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ‘Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomof 5587) sebagaimana
%telah diubah beberapa kali teradc_lhir dengan Undang-
éUndang Nomor 6 Tahun 2023:i tentang Penetapan
gPeraturan Pemerintah Pengganti Un&ang-Undang Nomor 2
1ftahun Tahun 2022 tentang Cipta Kérja Menjadi Undang-
gUndang (Lembaran Negara Repuﬁlik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 6856); ;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2:023 tentang Aparatur
Slpll Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
f2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik

EIndonesm Nomor 6897);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 "Tahun 2019 tentang
?Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 _Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoﬁesié Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Republik Iﬁdonesia Nomor 33
iTahun 2020 tentang Standar He@rga Satuan Regional
Esebagaimana telah diubah dengaﬁ Peraturan Presiden
' Republik Indonesia Nomor 53 Tahun tahun 2023 tentang
zPerubahan Atas Peraturan Presidein Republik Indonesia
INomor 33 Tahun 2020 tentang S'tandar Harga Satuan

Reglonal (lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2020 Nomor 57}; j

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020

. tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bﬁpati ini yang dimaksud dengan :

1.

Penugasan adalah suatu Kkegiatan terencana :fdan terukur untuk
menjalankan uirusan kewenangan pemerintahan Da@zrah.

Pejabat Negarz:i adalah Presiden, Wakil Presiden: Pimpinan Lembaga
Tinggi Negaré, Ketua/wakil ketua/ anggota DPRD Menteri, dan
Bupati/Wakil Bupatl

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi
Pegawai Negerl Sipil dan Pegawai dengan Pexjan_]lan Kerja yang bekerja
pada instansi Pemermtah Daerah.

Jabatan ASN aualah pejabat yang diangkat oleh Bupat1 untuk menduduki
jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pejabat lain adalah pejabat unsur forum koordinasi plmplnan daerah.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1

Pihak Lain ada.lah pejabat instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh
adat, tenaga ahli/pakar, pihak i’nedia, organisasi
kemasyarakatan/kepemudaan/ non ASN karena sifat penugasan
dan/atau karepa adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara/daerah.

Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor atau lokasi
lain yang diteté.pkan sebagai titik permulaan keberahgkatan.

Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besé.r aktivitas penugasan
dilakukan. . f

Lokasi kembah adalah kedudukan kantor atau loka81 lain yang ditetapkan
sebagai titik akhlr kepulangan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selan_lutnya disingkat DPA-
OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belan_]a dan pembiayaan
yang digunakzia.n sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ’selanjutnya disingkat
APBD adalah .rencana keuangan tahunan pemermtahan daerah yang
dibahas dan dlsetu_|u1 bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengikut adalah orang yang bukan ASN karena sifaft penugasan dan/atau
karena adanyé hak-hak protokoler dari pejabat inegara atau pegawai
negeri sipil, I-;’egawai Tidak Tetap dan masyarakat yang mempunyai
keterkaitan déngan program pemerintahan Kabuphten Gorontalo Utara
dapat dltun_luk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil
yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pertlmbangan profesional adalah  suatu pertlmbangan yang
memperhatlkan azas umum perjalanan dmas dan kriteria suatu
penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas. '

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatl dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang men_]adl kewenangan
Daerah. '

Pengguna Anégaran yang selanjutnya disingka£ PA adalah pejabat
pemegang kewjenangan penggunaan anggaran untu?c melaksanakan tugas

pokok dan fun;gsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Kuasa Penggulia Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dala:m melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. :

Pejabat Penataélusahaan Keuangan Perangkat Daei"ah yang selanjutnya
disingkat PPKE Perangkat Daerah adalah pejabat:3 yang melaksanakan
fungsi tata usa:ha keuangan pada Perangkat Daerah,

Bendahara Péngeluaran adalah pejabat fungsfonal yang ditunjuk
menerima, I;nenyimpan, membayarkan, meiiatausahakan, dan
mempertangguhgiawabkan uang untuk keperluan i)elanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

Surat Tugas iadalah surat penugasan untuk ‘melaksanakan tugas
tertentu.

Surat Perjalanf;im Dinas yang selanjutnya disingkat iSPD adalah Dokumen
yang diterbitkén oleh Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Pengguna
Anggaran. !

Uang harian fadalah uang yang dihitung berdésarkan jumlah hari
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. °

Uang represent‘!asi adalah tambahan biaya lumpsum: harian.

Biaya akomodési adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas
hotel atau terrfpat penginapan lainnya selama meléksanakan perjalanan
dinas.

Moda transpofrtasi adalah kendaraan darat, laﬁt, dan udara yang
dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.

Biaya transpof_’tasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor
tempat kedudukan menuju bandara keberangkatén atau dari bandara
kedatangan mienuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan
sebaliknya dalém rangka perjalanan dinas luar daerif:lh.

Biaya riil adala_ih biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah. i "

Uang konstrifbusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada
penyelenggara gkegiatan sebagai kewajiban pesefta untuk membiayai
kebutuhan yaﬁg sudah ditentukan oleh penyelenggdran kegiatan.

Visum adalaif -bukti pelaksanaan perjalanan ciiinas dalam bentuk
penandatangan%an pada lembaran SPPD oleh pejabiat atau pihak lain di

tempat peléksajnaan tugas.
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29.
30.

31.
32,

Daerah adalah jKabupaten Gorontalo Utara.

Pemerintahan ZDaerah adalah penyelenggaraan uirusan pemerintahan
oleh pemerini?ah daerah dan dewan perwaldian rakyat daerah
menurut asaéé otonomi dan tugas pembantu%an dengan prinsip
otonomi seluafs?luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indbnesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang
Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945,

Bupati adalah Bupatl Gorontalo Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD
adalah lembagg perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Perjalanan dinas dilé.ksanakan dengan memperhatikan pi:insip:

a.

selektif, yaitu Hanya untuk kepentingan yang sangé.t tinggi dan prioritas
yang berkaitan ldengan penyelenggaraan Pemerintahén Daerah,;
ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kineija
Perangkat Daerah

efisiensi, efekuﬁtas dan transparan dalam penggunéan belanja daerah;
kepatutan dan? kewajaran serta rasionalitas ses;ilai kebutuhan nyata;
dan i

akuntabilitas pembenan perintah pelaksanaan Per]alanan Dinas dan

pembebanan blaya Perjalanan Dinas.

BAB 11
UMUM

Pasal 3

Perjalanan dinas jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota

dan/atau dalam i{ota dari tempat kedudukan kétempat yang dituju

melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula didalam negeri

yang dilaksanakan dalarn rangka :

a.

b
c.
d

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada _]abatan,
Mengikuti rapat seminar dan kegiatan sejenis lamnya,
Pengumandahan (detasering);

Menempuh ujlan dinas atau ujian jabatan;

[

i
3
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e. Menghadap niajelis penguji kesehatan pegawal negeri 51p11 atau
| menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang! ' kesehatannya guna
~ kepentingan Jabatan, '.

f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;

g. Mendapatkan épengobatan berdasarkan keputuéan majelis penguji
kesehatan pegawal negeri;

h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Dlploma/ S1/S2/S3 dan

i.  Mengikuti pendldlkan dan pelatihan serta kegiatan penmgkatan kapasitas

sumber daya manusm

Pasal 4
- Perjalanan dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digolongkan
‘menjadi : .‘ |
a. perjalanan din';'ls luar kota yaitu perjalanan dinas%yang melewati batas
kota ;dan : |
b. perjalanan diné;s dalam kota yaitu perjalanan dinas‘;yang dilaksanakan di
dalam kota yang terdiri atas pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam dan

pelaksanaan sampai dengan 8 (delapan) jam.

BAB IV
PERENCANAAN PENUGASAN

Pasal 5
(1) Pejabat Negara/ Daerah ASN dan Pihak lain dalam melaksanakan

perjalanan dmas harus diberikan : _
a. Surat Tugas dengan ketentuan sebaga1 berikut :

1) Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah dan pf_ejabat lain
dltandatangam oleh Kepala Daerah; '

2) Pimpinan dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh ketua DPRD;

3) Pejabat ad;n1n15tra& ke bawah, jabatan nonmana_]erlal atau yang
disetarakah dan pihak lain ditanda tangani oleli Kepala Perangkat
Daerah '

b. Surat perj alarian dinas merupakan dokumen yang diterbitkan oleh

Pengguna Anégaran /Kuasa Pengguna Anggaran.
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(2)

Dalam hal pejabat penandatangan Surat Tugas sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) huruf a sedang berhalangan, penandatanganan dilakukan
oleh pejabat setlngkat dibawahnya atau pejabat yang diberikan

kewenangan.

i
¢
Vo

Pasal 6

Surat Tugas dan ;surat perjalanan dinas yang telah ditanda tangani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan' huruf b dilakukan
penomoran oleh Baglan Pemerintahan dan Otonoml Daerah Sekretariat
Daerah. '

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan perjalanan dinaES berhak mendapat
komponen biayia perjalanan dinas dalam bentuk : L

a. uang harian; :

b. biaya transpiortasi°

c. biaya pengmapan dan

d. uang Representa51 untuk Pejabat Negara/ Daerah

komponen blaya perjalanan dinas pejabat negara/daerah Aparatur sipil
Negara, pihak lam dan pejabat lain berpedoman pada peraturan bupati
tentang standar harga satuan;

biaya peljalanan dinas pimpinan Dewan Pemaﬁilan -Rakyat Daerah
disetarakan déngan biaya perjalanan dinas Kei)ala Daerah /Pejabat
Eselon 1. i

biaya per]alanan dinas Anggota DPRD dlsetarakan dengan pejabatan
pimpinan tlnggl pratama.

Pertanggung]awaban biaya perjalanan dinas sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) bagi Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, ASN dan Pihak Lain
dilakukan secara at cost (biaya riil);

Pertanggung]awaban biaya perjalanan dinas sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) bagi plmpman dan anggota DPRD dllakukan secara lumsum
dengan memperhatikan prinsip' efisiensi, efektivitas, kepatuhan,

kewajaran dan Ekuntabilitas.

Kab Kabag | Assisten | Sekda | Wabup
Keu:nhan Hukum | P

———

) LA &



(1)

(2)

(3)

(1)

@

, Pasal 8
E H

Komponen biay!al= perjalanan dinas sebagaimana dirﬁaksud dalam pasal 7

ayat (1) dlbayarkan sesuai dengan ketentuan : ‘

a. Uang hanan dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas
tertinggi sebagalmana diatur dalam peraturan Bupat1 tentang Standar
Harga Satuan '

b. 'I‘ransporta31 pegawai dibayarkan sesuai dengan blaya riil berdasarkan
fasilitas transporta31 sebagimana diatur dalam peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan; :

c. Blaya taxi perjalanan dinas sesuai dengan blaya riil. Dalam hal biaya
taxi melebll:u standar yang telah ditentukan ' dapat dllaksanakan
sepanjang didukung dengan bukti | pengeluaran rill
(pertanggunéjawaban secara at cors); '

d. Biaya penéMapan dibayarkan sesuai dengém biaya riil dan
berpedoman?pada peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

e. Uang represéntasi dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas
tertinggi sebagalman diatur dalam peraturan Bupat1 tentang Standar
Harga Satuan dan :

f. Sewa kenderaan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada peraturan Bupati tentang Standar harga Satuan.

Dalam hal per]alanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan

diberikan blaya penginapan secara lumsum setlnggl-tlnggmya sebesar

30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan dikota tempat tu;uan

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud !pada ayat (1) bagi

pimpinan dan% anggota DPRD diberikan berdasérkan tingkat biaya

perjalanan dinafs‘ sebagaimana dimaskud dalam pasafll 7 ayat (3) dan ayat

(4) dan seluru}:x komponen biaya perjalanan dina&s dibayarkan secara

lumsum dan merupakan batas tertinggi sebagalmana diatur dalam

peraturan Bupat1 tentang standar harga satuan.

Pasal 9

Pembayaran ui’mg muka dapat dilakukan apal:;ﬂa -sudah melewati
tahapan penerbltan SPT dan SPD yang telah dltanda tangam oleh pejabat
yang berwenang

Jumlah uang muka perjalanan dinas yang dapat dibayarkan paling

banyak 75% dap_ perhitungan biaya perjalanan dmag.
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3)

(@)

(1)

(2)

(3)

(1)

Sebelum pembéayaran uang rhuka, pejabat yang b;emenang melakukan
verifikasi keléngkapan dokumen, kebenéran perhitungan, dan
ketersediaan anggaran
Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diberikan apablla pelaksanaan peljalanan dmas sebelumnya  telah
dlpertanggung]awabkan '

i

3

Pasal 10

Setiap orang y;ng melaksanakan perjalanan dinas;, SPD harus ditanda
tangani dltempat tujuan.

Penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pejabat atau pihak lain di tempat tujuan, _
Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemermtah maka dapat
d1t.andatang.a.ruj pimpinan dan/atau petugas perusahaan, lembaga dan

organisasi yangf dikunjungi.

Pasal 11

Setiap orang y;'mg telah melakukan perjalanan dihas paling lambat 7
(tujuh) harl - kalender harus menyampalkan dokumen
pertanggunglawaban kepada pejabat berwenang yang terdiri dari :

a. Surat tugas yang sah; . 1 _

b. SPD yang: ‘telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan
dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan_
dinas; ' :

c. Tiket pesévvat, boarding pass, dan bukti;? pembayaran moda
transportaéi lainnya;

d. Daftar pengeluaran riil; ;

e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota
berupa kmtans1 atau bukti pembayaran lainnya;

f. laporan pérjalanan dinas harus disampaikarf secara tertulis dan
dltandatanganl oleh yang melaksanakan per]alanan dinas;

g. dokumen rencana tindak lanjut basil peqalanan dinas yang ditanda
tangani oleh pelaksana perjalanan dinas :

h. bukti akomoda51 berupa bill hotel dan bukti Pembanyaran elektronik;
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(2)

jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud ﬁuruf g untuk 2 (dua)
orang maka penggabungan jumlah biaya akomoda31 tidak melebihi
biaya akomoda31 sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bupati
tentang Standar harga Satuan dan bukti mehcantumkan nama 2
(dua) orang, ' :

jika ter]adl kesalahan penulisan huruf pada nama yang tercantum
dalam tlket atau karcis dan boarding pass sebagalmana dlmaksud
hurufc, maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh
kepala OPD :

khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai fotokopi
halaman passport atas visa yang dlbenkan dari negara yang
dikunjungf serta biaya-biaya pengurusan ddkurﬁen,

bukti keglatan berupa foto dan/atau v1deo yang melakukan
per}alanan dinas pada lokasi untuk perjalanan Dinas Luar
Daerah; dan _ |

surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan
bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tldak menyertakan bukti
hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran

akomoda31 sebagalmana pada Lampiran I.

Bagl leplnan dan Anggota DPRD, dokumen pertanggung;awaban

perjalanan dlnas yang dilampirkan paling sedikit:

a.
b.

Surat tugas yang sah;
SPD yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran dan Pejabat tempat Pelaksgan Perjalanan Dinas

atau Pihak t;arkait yang menjadi tempat tujuan péxjalanan dinas;

. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjaianan dinas lumsum

_yang dibayaf'kan oleh bendaharan pengeluaran/ benadara pengeluaran

pembantu kepada pimpinan dan anggota DPRD;

Fakta mtegrltas yang menyatakan komitmen untuk melaksanakan
tugas dan tanggung;awab perjalanan dinas sesuai dengan surat Tugas;
dan : _ f

Laporan per_iialanan dinas yang ditanda tangani :pelaksana perjalanan

dinas dengan melampirkan dokumentasi/poto kegiatan.

b
'
P

I
:
’E:
[
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(3)

(4)

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/ afau penginapan/hotel
sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e, huruf h tidak
dapat dlperoleh pertanggungjawaban biaya per]alanan dinas dapat
menggunakan pengeluaran riil. ;

Format SPD, Kultan31, pakta integritas, dan daftar pengeluaran riil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagalrnana tercantum
dalam lampqun yang merupakan bagian tldak; terpisahkan dalam

Peraturan Bupati ini

* | Pasal 12

Pejabat Pelaksana Teknls Kegiatan sebagai pejabat pengujl kepulangan dan

pejabat penguji keabsahan tagihan :

a.
b.

(1)

(2)

(1)

meneliti kebenaran data dalam Surat Tugas dan SPD

menandatangam dokumen SPD pada halaman belakang atau halaman ke
2 (dua); é

kelengkapan bukt1 jumlah hak keuangan yang seharusnya dibebankan
dalam APBD; dan

sisa pembayaral_l atau kelebihan péfnbayaran.

Pasal 13

Bendahara Pehgeluaran atau Bendahara pengeluaran pembantu
berdasarkan SPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepulangan
sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 12 membuat:

a. kuitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;

b. perhltungan rampung, dan

c. membayar 31sa pembayaran dan menagih keleblhan pembayaran.
Pembayaran dllakukan oleh bendahara sebagalmana dimaksud ayat (1)

huruf ¢ setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan.

| BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaksana per]alanan dinas yang telah memlhkl tlket karena sesuatu hal
perjalanan dlbatalkan maka terhadap biaya tlket tersebut dapat
dlpextanggung]awabkan dengan melampirkan : '

a. telaah yang _tclah disetujui;

EI Kaban Kabag | Assisten | Sekda | Wabup
| Keuangan Hukum | :
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b. Surat Tugasf;:

c. SPD; :

d. Tiket; dan :

e. surat ketexf'angan pembatalan dari yang ménandatangani Surat
Tugas/ SPI:?_.' |

(2) Pelaksana perjeilanan dinas yang telah memiliki tiket karena sesuatu hal
perjalanan rnegngalami perubahan jadwal keberaingkatan/kepulangan
maka terhadapiselisih biaya tiket tersebut dapat difﬁertanggungiawabkan
dengan melamﬁirkan bukti pembayaran selisih hargé tiket.

3 Pasal 15

(1) Untuk perjalaﬁ?an dinas yang harus dilakukan transit karena tidak
terdapat penerbangan langsung dari dan ke tempat keberangkatan atau
ke tempat tujuah pada hari yang sama, maka diberikan biaya penginapan
dan uang hariaﬁ.

(2) Untuk diberikafl biaya penginapan maka di dalam d(;kumen perencanaan,
Surat Tugas dain SPD harus mencantumkan tujuah transit dan tujuan
akhir.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pertanggungjawabani Perjalanan dinas yang telah diiaksanakan sebelum

Peraturan Bupati ini: diundangkan tetap diproses sampai dengan selesai.

T,

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturaﬁ Bupati ini berlaku Peraturan Buf)ati Gorontalo Utara
nomor 9 tahun 2053 tentang Perjalanan Dinas Dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Gorontal:o Utara Tahun Anggaran 2023 (Beﬁ@a Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara Tahun 2023 Nomor 532), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. 2 |

5 Pasal 18

Peraturan Bupati inif mulai berlaku pada tanggal diundan;gkan.
:I :

| Kaban Kabag | Assisten | Sekda | Wabup
Keuangd Hukum | :
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Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

\

Utara.
Ditef_apkan di I:{wandang
! pada tanggal 27 WovEme2023
UPATI GORONTALO UTARA,
,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwé\hdang
pada tanggal 27 MDUG!MGETL 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAH;UN 2023 NOMOR . .55%

Kaban Kabag | Assisten | Sekda | Wabup
Keuanffan Hukum
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

GORONTALO UTARA

NOMOR . 32 TAWUR 2033

TANGGAL ~: 2] WOVEWGEL 2033

TENTANG :PERJALANAN  DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

m_;

'FORMAT
SURAT PERNYATAAN

- Yang bertada tan’gan dibawah ini :

Nama

Pekerjaan{j
Jabatan
Dengan ini mjenyatakan atas pex.jalanah dinas saiya selama.......... hari
~ dari tanggali teerereeraneens S/d.cucvinnnnnnn. dengan tujuan .............. tidak

menggunakan% lfasilitas hotel atau penginapan l_éinnya.' Berdasarkan
Pasal ... Peraf;uran Bupati ..... nomor Tahun tentang Perjalanan
Dinas di Liih:gkungan Pemerintahan Daerah | Tahun 20.., saya
mengajukan l;iaya akomodasi yaitu sebesar........ ......... (coremeeenn hari X
RDerereereenen. kali 30%) | (‘

Demikian péfnyataan ini saya buat sel:éagai bagian dari

t

Kwandang, | - 20...

pertanggur_lg]'a‘i.vaban perjalana dinas.

Yang mf;embuat pérnyataan,

THARIQ MODANGGU

Kabalrl Kabag f\ssisten Sekda | Wabup

Keuafjgan Hukum | 4
v
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

| GORONTALO UTARA f_
g NOMOR  : 32 TAHuM R633
TANGGAL : 27 WWewset - 2033
TENTANG :PERJALANAN DINAS DI
: LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

FORMAT

LOGO KOP NASKAH DINAS

DAERAH ; PERANGKAT DAERAH

—'—__——m’.“

FAKTA INTEGRITAS

...............

PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Yang bertada tangan dibawah ini :
Nama H
Tempat ,tanggal lahir

Nik P
Jabatan IR
Alamat o :

i

Dengan ini menyatakan:

{1) bahwa saya akan meliaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat:Tugas TIOMO  srevaesasncssee tanggal
................. dalam ranéka melaksanakan kegiatan ke.................. dari tanggal sd .

(2) bahwa saya bersedia ‘memperta.nggungjawabkan pelaksanaan petjalanan dinas kepada pemberi tugas dan
mempertanggungjawai)kan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Angga:i-an/]{uasa Pengguna Anggaran
paling lambat 5 (lima) :hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakm.

(3) . bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya pe;‘jala.nan dinas apabila biaya
perjalanan dinas ya::'lg dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalé.nan dinas yang scharusnya
dipertanggungjawabkén sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ya:?lg berlaku.

H
f x

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila

dikemudian hari terdapat kekelirnan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang

berlaku. F

.

................. " 20...

Pelalésana perjalanan dinas,
r Materi -
Rp.10000 A ... )
! f
(;, BUPATI GO LO UTARA

THARIQ MODANUGU

Kabat Kabag Assisten Sekda | Wabup
i _ Keuai arn Hukum | -
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
' : GORONTALO UTARA |
¥ NOMOR D 3L TAHUW 2083
L TANGGAL : 27  Wovew BER 2623
b TENTANG : PERJALANAN DINAS DI
: LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.
FORMAT
LOGO KOP NASKAH DINAS
DAERAH | PERANGKAT DAERAH
. Tahun Anggaran
~No. Kuitansi: B

Terbilang"
" Ruplah -

Sudah terima darl s Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar ' Rp.. ' B

- Untuk pengeluaran . Biaya perjalanan d[nas dalarn rangka melaksanakan kegiatan

dengan rincian:

! “1.uang harian .

: 2.blaya transportasi

i3.biaya penginapan ™ :
' 4.uang representasi peqatanan dinas :

‘ ;5. biaya taksi _ : .
............ v e rererrsirnieeanss 20
. Penerima '
. ttd
Mataral 4
Rp10.000 :

.Meny.etujul S o :

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna . Bendahara {

Anggaran, P ' PengeluaraniBendahara
P Pengeluaran Pembantu,

td S nd L

NIP :
THARIQ MODANGGU
t . Kaban Kabag iAssisten Sekda | Wabup

Keuahgan [ Hukum |

U T |
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- Tanggzal.......

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
GORONTALO _UTARA :
NOMOR ;32 TABWW 2023
TANGGAL Xl wwuemnen 263
TENTANG :PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.
Dacran b KOP NASKAH DINAS
o "PERANGKAT DAERAH
Lemmr ko L] Wllﬁ’!"“tilti VEl.il:l"ﬂI : ..
Koda NO. . [ .oiicisdiniinnn
Nomot : - .............
. _ aummﬁ&as.aummmzm
1 | Pengguna An-"garsiv‘l{uasa PE!"QQDRS
Arnnatan '
2 .| Nama™u» P—o;:mal yang mc!aksanakan .
L ipeja'arandinas
3 a. Parmkat ooan Gclcmgan a.
b. Jabhalaninstansi - b.
¢. Tniciust Biwys Pefataran Dinas C. ;
14 1staksud Peralanan Dnas ' ' :
5. Alatangkut yang ¢ pergurakan i
6 a Tampat b-_crangk&'l a.
=1 b Jompat uan i b :
7 a Lamanya Perjalanan Dinas 18, ;
' b. Tanpa berangkat : b.- .
¢. Tangsal hatus kemrballtba di lrt'rgal taru’) le :
8 Peﬂs kut: ?-ama - Tam-;ﬂ Lahie |} Keterangan
2.
1.
18-
15 P !
9 - | Pembebanan Arg- aran
| a. SKPD a. z
b b Ko R:‘ienng ib. ‘
JO. | Ketnrangan landain o —

U1kduafk4_ﬂ dl wsxEL L¥crake

CRFERRIN R IRES Iy

Pervygana I-n;g.;r‘:.x;':Kuus:: Pe&ggun:: ‘
- Angjwtn — _
B TS SN OO UON SR )
A lemtraneens . fivetn
Kabal Kabag | Assisten | Sekda | Wabup
Keuapgan Hukum | © .




- LAMPIRAN PERATURAN ~ BUPATI
GORONTALO UTARA |

P NOMOR  : 32 TAdUM 2023

; TANGGAL  : 27 wwuembet 2023

: TENTANG :PERJALANAN DINAS DI

LINGKUNGAN  PEMERINTAH

TR DAERAH.

e

i

I. Borangkatdan - H
-~ {Tempat kedu..dt.kan}
: R ‘Ko . . H
; B PajaTamggat. _
i S '} Kepata,, ;
oo Setaku PegabetPeiaksena Teknis Kedatan
: T (O RR, |
i . ‘ e NP :
t-- | Tiba P ... [Tiba S HEEPPPUP
Pada Targsa LB umrinssremes Pada Targca . : L areriaieeen
Keoula -~ DLl el P Kepaly _ AR,
. ‘ z'|r‘1'.-r|lp-g;;4||] . o N (!s I—I JIEIPRAYEERRY ll!cl! ‘, :
o T %P
M Tby - L iarasiaen Tibxy ‘ : G eiieiis
PaﬂnTarn'm Pt .. .. | Pada Tarnoasl L r e
S Kepaly TR e | KODHA ) T P aveetemraves
| (OO . B O O | I
NIP - LA NP SRR e
v. | ths P3 e JTRE - Ll Pl
: Poda Tary: ;al P .. | Poda Tangoal : Tl
i Kepata T oiisuseneees | Kepala o : : 1 ravasarensn
- [ POTCRSU | : (ioeomnsassnsnecins tunta u“, . s .
NP S NP ey
¥ iThs - S IOy Toa - 3
.| PAada largsal P s § PR32 Tanggal ;
1 Kepaia Tt mlnaied. PKesals oo Y
(R, ) I  CTTTCRT S T _
- P NIP Sl e ‘ N|p - e Coe R
Vi fTha s . B Telrh clporh.,n gengan kelerangan & babwea [
Paia Tagg;a! P eiiaiiesceas perjeianan  tersebut ¢ etas dlawukan elasi
| Kepala B T iomeenen. [ DEdrahaya can semata-mata unlk hedentingan |
S jabutan dafam wakls yarg sesngkat-singkatnya
NP - S Lo
¥t | Catatan Lain-tain
VIT| PERHATIAN; : . : C .
U Pangguna Arngarar.'Kuaaa Pangg..ma Ang;amn . yang manaerbitkan - SPD,
Tfpe]aba:.'pcgmm‘pmaq tain - yany melakukan peralaran diras, para peatat yang
; mengesatkan tanggal terar gkattisa, serta bendahara pengefuaren tertanggarg jawzb
"1 berdasarvan peraturan-peraturan Kevangan Onera'l apal:ﬂa negara mendcm: N;i akjalj
- i kesalahan, kr!a{aan, dan ke:llpannnya v

NTAIJO UTARA

4/BUPATI :
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